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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan, rumusan masalah, hasil penelitian dan 

pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pada umumnya semua Perwakilan Polri sudah memahami tujuan 

penugasannya di luar negeri sebagaimana dijabarkan dalam tugas 

pokoknya. Disamping itu dalam pelaksanaan tugasnya tersebut 

perwakilan Polri belum dilengkapi dengan sistem dan metode yang 

melandasi performa dalam kinerjanya agar perannya menjadi lebih 

maksimal, misalnya yang berkaitan dengan mekanisme hubungan tata 

cara kerja untuk melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan, Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan lain-lain dalam kaitannya dengan 

penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, pengembangan 

kapasitas, maupun perlindungan terhadap WNI. 

2) Penunjukan personel Polri sebagai perwakilan Polri harus dilakukan 

melalui sistem rekrutmen yang objektif dan transparan. Disamping itu 

secara psikologis, calon perwakilan Polri harus yang benar-benar 

berminat tanpa ada paksaan dan intervensi dari manapun dan siapapun. 

Kompetensi dari masing-masing calon harus sesuai dengan ketentuan 

persyaratan yang berlaku, sehingga diharapkan peran dan kontribusinya 

sebagai perwakilan Polri di luar negeri benar-benar dapat dibuktikan 

secara konkrit dan memberikan manfaat yang besar bagi Polri, khususnya 

dan bagi negara Indonesia pada umumn. 

3) Peningkatan pelatihan kompetensi dibutuhkan waktu yang cukup 

sehingga materi yang akan diterima oleh perwakilan Polri yang akan 

ditugaskan dapat di implementasi oleh perwakilan Polri pada saat 

melaksankan tugasi di daerah akreditasi. Adapun beberapa pelatihan 

yang perlu ditambahakan anatara lain pelatihan kemapuan diplomasi, 
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pelatihan kemampuan operasional kepolisian, pelatihan pengelolaan 

anggaran dan pelatihan pengelolaan logistik. 

4) Strategi dan upaya Polri untuk meningkatkan peran Atase Polri dan Staf 

Teknis Polri masih belum maksimal dan perlu pembenahan, baik dari 

aspek kebijakan, sistem dan metode, manajemen operasional maupun 

mekanisme hubungan kerja, sehingga tujuan Polri untuk meningkatkan 

kerja sama internasional dapat tercapai. 

 

5.2  Saran 

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, peneliti menyampaikan saran 

untuk meningkatkan peran perwakilan Polri sebagai berikut: 

1) Tersedianya piranti lunak sebagai sistem dan metode yang melandasi 

pelaksanaan tugas perwakilan Polri sehingga dapat meningkatkan 

perannya dalam melaksanakan kerja sama internasional Polri, yang 

meliputi: mekanisme koordinasi dan kemitraan, standar operasi prosedur 

dalam melakukan tindakan kepolisian di negara penugasan, pedoman 

dalam memberikan perlindungan WNI, kewenangan penyidikan, 

penerbitan SKCK, dan lain-lain 

2) Perlu adanya sistem rekrutmen dengan indikator penilaian yang objektif 

dan terukur baik dari aspek intelejensi, psikologis, sikap/ attitude, 

pengalaman fungsi kepolisian khususnya dalam reserse dan intelijen, 

kemampuan dalam membangun jaringan/kemitraan, kemampuan 

berdiplomasi dan aspek lainnya; 

3) Agar perwakilan Polri mempunnyai kompetensi sesuai yang diharapkan 

sebaiknya Polri mempunyai tempat pendidikan khusus untuk membina 

para calon perwakilan Polri atau personel Polri lain yang akan ditugaskan 

di luar negeri. 

4) Dalam hal strategi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran Atase 

Polri dan Staf Teknis polri perlu adanya hal – hal sebagai berikut 

pentingnya networking dalam meningkatkan peran perwakilan Polri, 

efektifitas dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan fungsi intelejen, 
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perlunya memperluas penempatan perwakilan Polri di beberapa negara, 

tersedianya sekolah pendidikan luar negeri bagi calon perwakilan Polri 

dan adanya peluang jabatan sebagai Duta Besar yang berasal dari Polri.. 
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